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TENTANG

PENDELECASIAN KEWENANGAN Eく ヽLUASI RANCANCAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbalg

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3)
Peraturar Pemerintai Nomor 43 Tahun 2014 tentaJlg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Bupati dapat mendelegasikan
Kewenangal Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimal<sud pada huruf a, ma1<a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasiar Kewenangal
Evaluasi Ralcangan Peratuian Desa tentang APB Desa;

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
TTambaha! Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undarg Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubs-h terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Ta.hun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Noinor 23 Tahu:l 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah ?ingkat II Langkat
dari Wila)'ah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah
Kabupaten II l,angkat (l€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturarr Pemerintah Nomor 10 Tahrtrll 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II I€ngkat dan Kabupaten
Da.erah Tingkat II Deli Serdang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te4tang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tenta.ng Desa (kmbaran Negara Republik Indooesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambalmn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
dilrba1. deogarr Peraturarr Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang perubaha! atas Perah[an Pemerinta]r
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaaa
Undarrg-Undarrg Nomor 6 Tahrull 2Ol4 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
l€mbaran Nega.ra Republik lndonesia NoEor 5717);
Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentalg Pengelolaan Keuargar Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1);
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Menetapka!

BAB T

KBTENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimalsud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Irngkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai

Pemerkrtahan daerah ya.rlg memimpin pelaksaraan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Largkat.
Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Lalgkat.
Pemerintaharr Desa adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan
kepentingan masyarakat setempat dalarn sistem Pemerintahal N
Kesatuar Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

PERATtJRAN BUPml TENTANG PENDELECIASIAN
KEヽVENANGAN EVALUASI RANOヽ NGAN PERA■ lJRttN
DESA TENTANG ANGGARAN PEllDAPATAN DAN
BELヽNJA IPESA

unsur peayelenggara
urusan pemerintahan
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6. Pemerintall Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Perangkat Desa
sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.

7. Kepa.la Desa adalah Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten
I$gkat.

8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkai
kemardirian dan kesejahteraal masyarakat dengan meoingkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadararr serta
memanfaatkal sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat desa.

9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daera-h setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten Langkat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belarlja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalaJr rencana keuangan tahunart Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasal hukum bagi Camat
untuk melaksanakan wewenang dan tugas melakukan evaluasi
Rancalgan eva-luasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

(2) Peraturart Bupati ini bertujuan untuk percepatan dan efektifrtas proses
pen],n-rsunan dan penerapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB III
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG APB DESA

Pasal 3

(1) Bupati melimpahkan wewenalg kepada Camat untuk melaksanakan
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Camat dalam melaksar-ra-l<al evaluasi Ralcangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
a.Mengevaluasi pemenuhal syarat-syarat pengrrsulan evaluasi

Rancangan Peraturar Desa tentang APB Desa.
b. Mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

dengal kepentingan umum dan Peraturarr perundangan-undangan
yang berlaku.

Pasal 4

(1) Camat dalam melaksanaka;r evaluasi dapat membentuk Tim Evaluasi
Rancangan Peratui'an Desa tentang APB Desa.

(2) Tim sebagaimara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
CaInat

(3) Hasil evaluasi sebagaimana di rnaksud rlada ayet (1) dirflllat dalarn
acaia untuk di jadikan ba.}.a.rl Keputusan Cainat.
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BAB IV
WAKTU DAN RUANG LINGKUP

PENGEVALUASIAN

Bagian Kesatu
Waktu

P6sa1 5

{1) Rancargan Peraturan Desa tentar}g APB Desa disepakati bersama oleh
Kepala Desa dan Badan PermusyawaJatan Desa paling lambat Bulan
Oktober tahun be{alan.

(2) Rarlcangarr Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimara dimaksud
pada ayat (1) disampaikal oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama
3 (tiga) hari sejak mendapat persetujua! bersama dengan BPD untuk
mendapatlan evaluasi.

(3) Camat menyampaikan hasil evaluasi Rarlcajrgan Peraturar! Desa tentang
APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangal dimaksud.

(4) Kepala Desa menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila Kepa-la Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) darr tetap menetapkan menjadi Peratural Desa,
Carxrat melntlatalka.rr Peraturan Desa dengan Keputusan Carnat,

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Kewena;rgan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan dan
Belanja Desa.

b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggalan
Pendapata! daJI Belarja Desa.

c. Evaluasi Ra$cangan Peraturan Desa Tentang Pertanggung Jawabar
Pelaksanaaa Anggaran Pendapatan darl Belalja Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaal

Pasal 7

(6) Pemerintah Daerah melakukar pembinaan dalam penyelenggaraan
pendelegasian kewenargan terhadap CamaL

(7) Pembinaan Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Memberikan petunjuk pelaksanakan penlrusunar dan evaluasi

Rancangal Peraturan Desa tentang APB Desa.
b. Memberikal bimbingan teknis dan pelatihan evaluasi Rancalgan

Peraturar Desa tentang APB Desa,
c. Memberikan fasilitasi Delaksanaal evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentarg APB Desa oleh Camat.
d. Monitoring dan evaluasi pelaksalaal penyelenggaraan kewenangal

yang didolegasikan sebagaimara dimaksud dalam Peraturan Bupan i\ 
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